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Abstract
The developments ofNarcotics Crime have increased, most ofthe victims are children.
This is becaUYe children do not have a deep knowledge ofthe narcotics, with his youthful spirit who
has a curiosity so great that young people, especially children under the age ofbecoming an easy
target aims to find out can penalized for children as actors of
narcotics, narcotic consumption, as well as courier 0/narcotics without having to remove the rights
ofchildren The method is performed in this thesis is a normative method The jOcus ofthis research
is based on a comparison with the law on childprotection with the latest narcotics law.Based on the
Low on Narcotics, criminal sanctionsjOr children as perpetrators crime ofnarcotics with returned to
parents / guardians from the children and the children must attend rehabilitation social or
rehabilitation medical. But the Low o/Narcotics is applied onlyjOr children who only use narcotics.
The Low ofNarcotics also mention that the children who did the criminal ofnarcotics is direct to
judged in the court. meanwhile in Law of Child Protection, the children have to do effort
uDivertion", which is do the deliberations for children byparents/guardians outside ofthe court.
Keywords: Criminal Low, Children, Narcotic
1. PENDAHULUAN
Negara Republik Indonesia
memiIiki tujuaa UDtuk mewujudkan
masyarakat Indonsesia yang sejahtera, adil
dan makmur yang merata materiil dan
spiritual berdasarkan Pancasila dan
Undaag-Undaag Dasar Negara Tahun
1945. Kualitas sumber daya manusia
Indonesia sebagai salah satu modal
pembangunan nasional perlu dipeIihara
dan ditingkatkan secara terus-menerus
termasuk: derajat kesehatannya. Upaya
meningkatkan derajat sumbe daya manusia
perlu diIakukan dengan peningkatan
bidang pengobatan pelayaoan
kesehatan, antara lain dengan
mengusabakan ketersediaan Narkotika
jenis tertentu. yang sangat dibutuhkan
sebagai obat seI1a melabba peucegaban
dan pemberantasan babaya
penyalahgunaan dan peredaran gelap
Narkotika.
Narkotika eli satu sisi
merupakan obat atau bahan yang
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bermanfaat di bidang pengobatan atau
pelayanan kesehatan dan pengembangan
ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat
pula _ ketergantungan yang
sangat merugikan apabila disalahgunakan
seperti, mengimpor, mengekspor,
memprocluksL menanam, menyimpan,
mengedar, danlatau menggunakan
Narkotika tanpa pengendalian dan
pengawasan dapat bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan brena
merupakan tindak pidaua Narkotika yang
merugikan dan merupakan babaya yang
sangat besar bagi kehidupan manus~
masyarakat bangsa dan negara.
MenginptPasal S ayat dan 20
Undang-Undang Dasar Negara Tahun
1945, Pemerintah membuat Undang-
Undang tentang Narkotika yang berisikan
tentang paatooJn tindak pidaua Narkotika
Narkotika adaIah istilah yang
sudah tidak asing bagi kita eli Indonesia.
Sering sekaIi kita mendengar dan
membaca berita tentang bahaya dati
narkotika, baik dari media cetak maupun
media elektronik. Narkotika menurut
ketentuan Undang-Undang Republik
Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika adaIah zat atau obat yang
berasal dati tanaman atau bukan tanaman,
baik sintetis maupun semisintetis, yang
dapat menyebabkan penurunan atau
perubahan kesa~ hiJangnya ~
mengurangi sampai menghilangkan rasa
nyeri, dan dapat menimbulkan
ketergantungan. Menumt Undang-Undang
N~ Narkotib sendiri dibagi
menjadi beberapa golongan. Pada awalnya
narkotika digunakan oleh para dokter
untuk keperluan medis brena memilikj
zat-zat yang mampu membaDtu proses
penyembuhan pasien. Zat-zat yang
terkandung daIam narkotika dapat
menimbulkan efek kecanduan bagi
penggunanya dan dapat berujung dengan
kematian, sehingga pemakaian yang telah
di luar batas dosis kini telah dihentikan.
Perlrembangan teImologi juga
merupakan salah satu panico anak
dibawah umur menggunakan narkotika.
Luasnya informasi yang didapat oleh
anak-anak melalui internet tanpa disaring
menjadi terpengaruh akan apa yang
mereka lihat di internet Seiring
berkembangnya waktu sekarang ada
naIroba yang berbeotuk digitaL yaito
dengan mendengarkannya saja dapat
membuat sesoorang menjadi relax dan
menyebabkan kecanduan. Hal dapat
membuat hidup anak-auak bangsa
terbelakang dan tidak berkembang
sehingga negara kita tidak bisa menjadi
negara maju. Pemerintah telah
menetapkan rincJakan yang abo diJaJalkan
terhadap tindak pidana narkotika.
Hukuman yang ditetapkan pemerintah
sangat berat dan bemjung pada hukuman
mati sebagaimana diatur daIam keteDtuan
Undang-Undani 35 T un 2009
Tentang Narkotika. Undang-Undang
tentang narkotika di dalamnya menptur
beberapa kejahatan terbadap narkotika
yang memiliki hukuman yang berbeda,
seperti seseorang yang memproduksi,
mengimpor, mengekspor, menyalurkan
narkotika dapat dikenakan hukuman mati.
Bagi para korban yang hanya ikut-ikutan
menggunakan narkotika tidak dapat
dikenakan hukuman II18tL melainkan dapat
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dikenakan sanksi pidana atau rehabilitasi.
Semua tergantung dati tindak pidananya.
Bagi anak yang dibawah umur, tidak bisa
diterapkan pidana mati sebagaimana yang
ditulis dalam ketentuan Undang-Undang
No. 35 Tahun 2009 tentang Nark~
sehingga adanya perlindungan anak dalam
tindak pidana narkotika. Hal diatur
dalam ketentuan Undang-Undang No. 23
Taboo 2002 tentang Perlindungan ADak
yang secara substansif telah mengatur
antara lain persoaIan anak yang sedang
berhadapan dengan hukum. Dalam
peJaksanaanya Undang-Undang tersebut
teIah sejaJan dengan amanat Undang-
Undang Dasar Negara Repubtik Iadonesia
Tahun 1945.
Undang-Undang No. 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan ADak belum
dapat berjaJan secara efektif karena masih
adanya tumpang tindih antar peraturan
perondang-undangan sektoral terkait
dengan definisi aoak. Pada tahun 2014,
Pemerintah menetapkan Undang-Undang
No. 35 Taboo 2014 Tentang Perobaban
atas Undang-Undang No. 23 Taboo 2002
tentang Perlindungan ADak. Perubaban
UnMag-URdaag
tentang Perlindungan ADak juga
mempertegas tentang perlunya pemberatan
sanksi pidaua dan denda bagi peJakn
kejahatan terhadap ~ UDtuk
memberikan efek jera, serta mendorong
adaDya lan8kab koDkret UDtuk
memulihkan kembali fisik, psikis dan
sosial anak korban atau anak peJakn
kejahatan. Berdasarkan uraian di atas,
maka penulis mengambil judul sebagai
berikut "Kajian BukUDl Pidana
Terilaap Auk Seb. Pdalm TiDdak
Pidana Narkotika"
2. METODE
1.
Jenis penelitian ini merupakan
peaelitian normatif Fokus penelitian
ioi berdasarkan pcrbandingan pada
peraturan perundang-oodangan
tneDgenai pa-lindungan anak terbaru
denpn undang-oodang narkotika.
2. Sumber Bahan Hukum
Penulisan ini menggunakan
penelitian hokum nonnatif sehingga
memerlukan data sekunder (baban
hukum) sebagai data utama yang
terdiri dati:
a. Bahan hukum Primer
Bahan hukum primer
terdiri dati Undang-Undang Dasar
1945 serta Peraturan Perundang-
undangan Jainnya yang berkaitan
dengan hukum, narkotika, dan
aDak.
b. Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder
merupakan pendapat hukum yang
membberikan penjelasan terbadap
baban hukum primer berkaitan
dengan Kajian Hukum Pidana
Terbadap ADak Sebagai Pelaku
Tindak Pidana Narkotika yang
diperoleh dati fakta hukum,
doktrin, asas-asas hukum,
pendapat hukum daIam literatur~
jumal, basil penelitian, dokumen,
surat
iImiah. Bahan hukum sekunder
juga dapat berupa pendapat dati
narasumber.
c. Bahan hukum tersier
Bahan hokum tersier atau
penunjang adaIah bahan hukum
untuk memperjelas bahan hukum
primmer dan baban hukum
sekunder seperti Kamus Besar
Bahasa Indonesia.
3. Pengmnpulan Data
Pengumpulan data yang
dilakukan dengan studikepustakaan,
yaitu dengan mempelajari bahan
4. Analisis
Analisis yang dilakukan
dimulai dengan baban hukmn primer
yang berupa Peraturan Perundang-
undangan sesuai dengan lima togas
ilmu hukum normatif akan diJakukan,
yaitu deskripsi hukuat positi(
sistematisasi hukum positi( aualisis
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hukum positif, interprestasi hukum
positi( dan menilai hukum positif:
Dilanjutkan dengan bahan hukum
sekunder yang merupabn pendapat
hukum yang diperoleh dati buku dan
internet yang akan dideskripsikan
untuk mencari perbedaan dan
persamaan
5. Proses berpikir
Proses berpikir yang
digunakan adaIah dedllkti( yato
bertolak dati proposisi umum
yang kebenarannya telah diketahui
dan berakhir pada suatu
kesimpulan yang bersifat khusus.
Dalam hal ini yang umum berupa
peraturan perundang-undangan
mengenai ketentuan perlindungan
terhadap anak sebagai pelaku
penyalahgunaan narkotika.
3. BASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hukum Pidana
......_ ..-.-...a PidaDa meluoakaD
hokum yang mengatur tentang
perbuatan-perbuatan yang dilarang
oleh undang-undang beserta
sanksi pidana yang dapat
dijatubkan kepada pelaku.l
Banyak ahIi-abli hukum
mengemukakan pendapatnya
tentang pengertian hukum pidana,
adapun salah satunya iaIah Prof
Moejatno~ S.H. yang menurut
beliau hukum pidana adalah:
a. Menentukan perbuatan-
perbuatan mana yang tidak
boleh dilakukan, yang
dilarang dengan disertai
ancaman atau
berupa pidana tertentu hagi.
barangsiapa yang melanggar
larangan tersebut.
b. Menentukan kapan dan daJam
hal apa kepada mereka yang
tdah melanggar Jarangan-
1 BambangWaluyo~ 2014~Pidanadan
Pemidanaan~ Sinal' Grafika, Jakarta, blm.6.
larangan itu dapat dikenakan
atau dijatuhkan pidana
sebagaimana yang telah
c. Menentukan dengan cara
bagaimana pengenaan pidana
itu dapat dilaksanakan apabila
ada orang yang disangka telah
melanggar larangan tersebut.
Apabila kita telaah maka
rumusan pada huruf c di atas
menunjuk pada pengertian hukum
pidana formal, alau lazim disebut
hukum acara pidana. Pacla umumnya
hukum pidana materiil diatur daIam
KUHP (Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana) dan hokum pidana
formal diatur dalam KUHAP (Kitab
Undang-Undang Hukum Acara
Pidana). Selain hukum materiil
dan hukum pidana formal, ada hukum
pidana khusus atau ada yang
menyebut perundang-undangan pidana
khusus yang diatur di luar KUHP,
misalnya tindak pidana narkotika.3
Tindakan dan dibagi
a. Jenis pidana dan tindakan bagi
orang dewasa
perluasan atau penambahan
di luar yang tennasuk dalam
c) Pidana kurungan~
d) Pidana denda.
2) Pidana Tambahan, meliputi:
hak-hak: tertentu;
b) Pennapasan barang-
barang tertentu;
c) Pengumuman putusan
Hakim.4
Berbeda dengan uraian di atas,
Jems pidana yang terdapat pada
Rancangan KUHP barn (Hasil
Penyempumaan Tim Intern Departemen
Kehakiman) memberikan pidana khusus
seisin pidana pokok dan pidana
tambahan yang berupa pidana mati yang
bersifat khusus.
b. Jenis Pidana dan Tindakan Bagi
Berlakunya Undang-undang
3 1997 ......._+. ".-- t'engaQIlaD.
ADak antara lain menetapkan apa yang
(delapan) taboo tetapi belum mencapai
umur 18 (delapanbelas) tahoo dan belum
kawin (pasal 1 butir
Seiring
Undang-undang No.
oleh
2012
12
1
Kitab Undang-undang Adapun tindakan atan jenis
a) Pidana peringatan;1) Pidana Pokok, meliputi:
a) Pidana
Pidana pell1ata: c)
2 Ibid, hIm. 7.
3 Ibid, hIm. 9.
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e) Penjara.
4 Ibid, blm. 10
2) Pidana Tambahan, meliputi:
a) Perampasan keuntungan
yang diperoleh dari tiDdak
pidana; atau
b) Pemenuhan kewajiban adat
Adapun lindlUn yang
dapat dikenakan terbadap ~
ialah:
a. Mengembalikan kepada
orang tua, w. 8t8U orang
tuaasuh;
b. Menyerahkan kepada
Negara untuk mengikuti
pendidikan, pembiDaan, dan
latihan kerja, &tau
c. Menyerahkan kepada
Departemne Sosial, atau
organisasi sosial
kemasyarakatan yang
bergerak di bidang
pendidikan, pembinaan dan
latihan kerja.
2. Narkotika
Menurut ketentuan
Undang-undang No. 35 Tahun
2009 tentang Narkotika Pasal 1
butir pertama, Narkotib adaIah
zat atau obat yang berasal dari
tamman atau bukan tansman, baik
sintetis maupoo semisiDtetis, yang
dapat menyebabkan penunman
atau perubaban kesadara,
hilangnya rasa, mengurangi
sampai menghilangkat rasa nyeri,
dan dapat meaimbulakan
ketergantungan, yang dibedakan
ke dalam golongan-golongan
sebagaimana terlampir daIam
Undang-Undang ini. Naitotib
sendiri menurut UndaDS-UDdang
No. 35 Taboo 2009 teDtang
Narkotika dibagi meqjadi tiga
golongan.
Narkotika awalnya
digunakan untuk kebutuban
medis, namoo banyak orang yang
menyalahgunakan sehingga
menimbulkan dampak negative.
Dampak-dampak yang diberikan
dapat menimbulkan gaRgguan
pada organ-organ manusia
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maupun saraf yang pada akhirnya
menyebabkan kematian.
Undang-undang No. 35
Taboo 2009 tentang Narkotika
sendiri mengatur tentang sanksi
hokum yang diberikan kepada
pe1aku penyalahgunaan narkotika,
seperti peamdu, pengedar, dll.
Sanbi pidana tersebut diatur
dalam Pasal III hingp Pasal 129
Undang-undang No. 35 Taboo
2009 tentang Narkotika. Sanksi
pidana yang dikenakan bagi
pe1aku tindak pidana narkotika itu
sendiri dimulai dati pidana penjara
hingga hukuman seumur hidup.
3. ADak
Secara umum anak adalah
seorang yang dilahirkan dati
perkawinan antara seorang
perempuan dengan seorang laki-
laki dengan tidak menyangkut
bahwa seseorang yang dilahirkan
oleh wanita meskipun tidak
pemah melakukan pernikahan
tetap dikatakan anak. ADak juga
m.erupakaB cikal bakal labirnya
suatu generasi bam yang
merupakan penerus cita-cita
perjuangan bangsa dan sumber
daya manusia bagi pembangunan
Nasional.
IDdonesia sendiri banyak
memiliki peratlIran yang mengatur
tentang batasan umur anak dan
beberapa definisi anak. Salah
satunya ialah Undang-mtdang No.
35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan ADak, memberikan
definisi anak adaIah seseorang
yang belum berusia 18 (delapan
betas) tabu, termasuk anak yang
masih daIam kandungan (Pasal I
butir pertama).
ADak merupakan asset
bangsa yang dimana masa depan
bangsa dan negara ini berada di
tangan anak. Hal inilah mengapa
anak harus diJjndungi dan negara
Indonesia kita sudah membuat
Undang-undang yang mengatur
tentang perlindungan anak yakni
UndaDs-Undang No. 35 Taboo
2014 tentang Perlindoogan ADak.
Undang-undang tersebut berfungsi
untuk melindungi hak-hak anak
yang berhadapan dengan hukum
baik menjadi peJaku maupun
korban.
Jenis pidana untuk anak
pun berbeda dengan jenis pidaoa
bagi orang dewasa sebasaimana
telah dijelaskan di atas, maka itu
di Indonesia ada peradilan khusus
anak yang merupakan kekhususan
dari PeradiJan PeradiJan
anak yang diatur oleh Undang-
Undang No. 11 Tahoo 2012
adaIah Peradilan yang diadakan
secara khusus di1ingkungan
Peradilan Umum untuk
memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara-perkara
yang berkaitan dengan
kepentingan~ baik mengenai
perkara pidana maupun perdata.5
Peradilan anak ini
memiliki tujuaD. bukan semata-
mata banya menyatakan tcrbukti
tidaknya suatu peristiwa konkrit
dan kemudian menjatuhkan
•menyelesaikan perkara.
Mengingat bahwa anak hams
mendapat perlindunga.n, oleh
brena ito perIu mendapat
perhatian dan perlakuan khusus
pula, maka dalam penpdj)an anak
ini jangan hendaknya
_ kepada terbukti
tidaknya peraturan atau
pelanggaran yang dilakukan si
anak, tetapi hams lebih
diperhatibn dan dipertimbaagJam
latar belakangnya dan sebab-sebab
serta motivasi peJanggaran atau
perbuatan yang diIakukan oleh si
anak dan apa kemunglrinaa akibat
.ke1llutusan itu bagi si anak.6
~h. Faisal ~ Hultum Acora
Peradilan Anak di Indonesia, Mandar Maj~
Bandung, him. 22-23.
sIbid, blm.26.
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4. ADak Sebagai PeIaku Tindak
Pidana Narkotika
Pada masa pertumbuhan
anak, haruslah sangat hati-hati
brena bisa saja hal-hal buruk
dapat masuk ke daIam kehidupan
anak tersebut, misalnya narkotika.
Narkotika sangat mudah
sekali masuk ke daIam kehidupan
anak-anak brena dengan
perkembangan zaman ini,
narlrotika dapat diolah menjadi
suatu bentuk yang disukai oleh
anak-anak, seperti permen,
cokelat dII. Karena kuranganya
pengawasan ini anak dapat
menjadi pecandu dan itu
membahayakan kesehatan dan
psikis anak tersebut
Sanksi terbadap anak
sebagai peIaku tindak pidana
narkotika sendiri sudah diatur
dalam Undang-Undang No. 35
Tahun 2009 tentang Narkotika
Pasa155 ayat (1):
"Orang tua atau wali dati
Pecandu Narkotika yang belum
cukup -kepada pusat kesebatan
masyarakat, rumah saki1, dan/atau
lembaga rehabilitasi medis dan
rehabilitasi sosial yang ditunjuk
oleh Pemerintah untuk
meodapatkan pengobatan dan/atau
perawatan melalui rehabilitasi
medis dan rehabilitasi sosial'"
Hal yang diatur dalam
Undang-Undang Narkotika
memang sudah sesuai dengan
UDdang-Undang Pa-Jindungan
ADak, tetapi pasal tersebut hanya
dapat dikenakan basi anak yang
mengkonsumsi narkotika saja atau
biasa disebut deDgan "pecandu".
Kejabatan narkotika lainnya
seperti mengimpor, mengekspor,
kurir, dan pengedar tetap
dikeuakan pidaoa tetapi
banyan ~ dati ancaman pidana
orang dewasa sebagaimana telah
diatur daIam. Undang-undang No.
11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan ADak Pasal79 ayat (2):
"Pidaana pembatasan
kebebasan yang dijatuhkan
terhadap Anak paling lama ~
(satu perdua) dati maksimum
pidana penjara yang diancamkan
terhadap orang dewasa."
Hal inilah yang tidak
sesuai dengan Undang-oodang
Perlindungan Ana.k, yang
mengedepankan agar aoak tidak
dipidana penjara. Undang-Undang No.
11 Taboo 2012 tentang Sistem
Peradilan ADak mengatur tentang
adanya upaya DiversL yaitu
musyawarah antara pihak korban
(apabila ada korban) dengan pihak
pelaku beserta orang tualwalinya.haI
ini bertujuan untuk mengantisipasi
agar anak tidak diadill dalam
pengadilan dan menyelesaikan perkara
anak di luar proses peradilan agar
mencapai perdamaian antara korban
dananak.
Berdasarkan wawancara
dengan seorang bakim di PengadiJan
Negeri Sleman yaitu Bapak Hendri
Irawan, S.H., M.Hum. mengatakan
babwa saat anak itu didakwa oleh
Jaksa Penuntut Umum atas tindak
pidaDa nar~ hakim juga hams
menggali apakah anak tersebut
terbukti bersalah atau tidak, latar
belakang mengapa anak tersebut
melalrnkan tindak pidana terseb~
motif dan tujuan anak melakukan
tindak pidana tersebut, Iingkungan
anak tersebut tinggal, basil penelitian
dari BAPAS, dan kedewasaan aoak
tersebut. Apabila anak tersebut belum
cukup umur tetapi dalam
psikologisnya dia bisa dikategorikan
dew~ sadar akan perbuatannya dan
tetap masih menggunakan narkotika
maka anak tersebut dapat dijatuhi
pidana pembatasan kebebasan paling
lama ~ dari ancaman pidana penjara
orang dewasa
diutamakan upaya Diversi agar
terpenuhinya bak-bak anak
sebagaimana diatur daIam Undang-
oodang Sistem Peradilan ADak
Sesuai dengan peujelasan
di atas, dapat disimpulkan aoak tidak
bisa dihukum. begitu saja sesuai
dengan Undang-undang yang berIaka
Hakim yang memutus perbra anak ini
hams memperhatikan hal-hal yang
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memberatkan maupun meringankan
dari perma ini agar hak-hak anak
dapat terpenuhi.
4. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian pada Bah-
bab sebelumnya maka dapat ditarik
beberapa kesimpulan sebagai berikut :
a. ADak pengguna Narkotika menurut
PasaI55 ayat (1) Undang-Undang No.
35 Tahun 2009 teDtang Narkotika
wajib mengikuti rehabilitasi dan
dikembalikan Ire orang tualwaIi, bat
ini sesuai dengan Undang-Undang No.
35 Tahun 2014 tentang Perlindungan
ADak. Anak yang melakukan tindak
pidana narkotika lainnya seperti
mengimpor, mengekspor, kurir, dan
pengedar dapat dikeuakan pidana ~
dati ancaman maksimal pidana orang
dewasa, hal ini tidak sesuai dengan
Undang-undang Perlindungan ADak
yang mengutamakan upaya Diversi
sebagaimana juga yang diatur dalam
Undang-undang Sistem Peradilan
ADak.
b. peuetapan
sebagai pelaku
narkotika hams sesuai dengan
Undang-Undang No. 35 Tahun 2014
tentang Pa-liodungan ADak agar hak-
hak terhadap anak dapat terpenuhi.
Sanksi yang diberikan terhadap anak
barusIah yang dapat membimbmg
anak tersebut dan melindungi masa
depannya, sehingga sanksi yang tepat
untuk dikenakan terhadap anak adaIah
sanksi sociaL yaitu menjaJankan
rehabilitasi sosial maupun rebabilitasi
medis agar jiwa anak juga tidak
terganggu.
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